
89 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Buku. 

A. Pitlo dan J.E. Kasdorp, 1979, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata Belanda, Cet. I, PT. Intermasa, Jakarta. 

Adjie, Habib, 2008, Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris, 

C.V. Mandar Maju, Bandung. 

Al Rashid Harun, 1986, Sekilas Tentang Jual Beli Tanah (Berikut Peraturan-

peraturannya), Ghalia Indonesia, Jakarta. 

Ali, Zainudin, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Garfika, Jakarta. 

Arikunto, Suharsimi, 2013, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 

Rineka Cipta, Jakarta. 

Azhar, Ahmad Basyir, 2001, Hukum Waris Islam, Cetakan 14, UII Press, 

Yogyakarta. 

Darmawan, 2014, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, UIN Sunan Ampel 

Press, Surabaya. 

Effendy, H.A.M., 1990, Pokok-pokok Hukum Adat, Cetakan ke III, Semarang: 

Duta Grafika, hlm 3-4. 

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum 

Normatif & Emprisi, Pustaka Pelajar,Yogyakarta. 

Hanitijo, Ronny Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Ghalia 

Indonesia, Jakarta. 

Idris, Ramulyo, 2004, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara 

Peradilam Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam, Sinar Grafika, 

Bandung. 

Karim, Muchit A., 2012, Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer 

di Indonesia, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan 

Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta. 

Khisni, 2017, Hukum Waris Islam, Unissula Press, Semarang. 

Mahmud, Peter Marzuki, 2006,  Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta. 

Nawawi, Hadari, 2005, Metode Penelitian Bidang Sosial, Universitas Gadjah 

Mada, Yogyakarta. 

Peranginangin, Effendi, 1994, Praktek Jual Beli Tanah, Rajawali Pers, Jakarta. 

Surat Keterangan Waris Yang Ditandatangani Oleh Kepala Desa Dan Camat Sebagai Dasar
Pembuatan Akta
Jual Beli Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
AMALINA LALITYA Z Y, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



90 
 

Purnamasari Irma Devita, 2012, Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, Dan Bijak 

Memahami Masalah Hukum Waris, PT. Mizan Pustaka, Bandung.  

Rafiq Ahmad, 2002, Fiqh Mawaris, Cetakan ke-4, PT. Raja Grafindo Persada, 

Jakarta. 

Salim, 2008, Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MoU). 

Cet. 4, Ed. 1 Sinar Grafika, Jakarta. 

Samudra, Teguh, 1992, Hukum Pembuktan dalam Acara Perdata, Penerbit 

Alumni, Bandung. 

Satrio, J., 1992, Hukum Waris,  Alumni, Bandung. 

Selindeho John, 1987, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Sinar Grafika, 

Jakarta.  

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2014, Penelitian Hukum Normatif: Suatu 

Tinjauan Singkatan, Cetakan ke-16, Jakarta, Rajawali Pers. 

________________, 1993, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. 

________________, 1981, Hukum Adat Indonesia, Rajawali, Jakarta. 

Soerodjo Irawan, 2003, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, 

Arkola: Surabaya. 

Sunggono, Bambang, 2006, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta. 

Sutedi Adrian, 2010, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, Sinar 

Grafika, Jakarta. 

Syarif, Elza, 2014, Pensertifikatan Tanah Bekas Eigendom, Kepustakaan 

Populer Gramedia, Jakarta.  

Waskito, 2015, Cara Praktis Memahami Bidang Agraria (Pertanahan), PT 

Media Adji, Jakarta. 

B. Peraturan Perundang-Undangan 

 

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 

Nomor 59,  Tambahan Lembarn Negara Republik Indonesia Nomor 

3696. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang 

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 3746. 

Surat Keterangan Waris Yang Ditandatangani Oleh Kepala Desa Dan Camat Sebagai Dasar
Pembuatan Akta
Jual Beli Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
AMALINA LALITYA Z Y, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



91 
 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587. 

 

C. Putusan Pengadilan. 

 

Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Nomor 29/Pdt/2015/PT.YYK 

 

 

 

D. Jurnal. 

Fikri dan Wahidin, “Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat 

(Analisis Kontekstualisasi Dalam Masyarakat Bugis)”, Al-Ahkam Jurnal 

Ilmu Syariah dan Hukum, Volume1, Nomor 2, 2016 

Ghita Aprillia Tulenan, “Kedudukan dan Fungsi Akta dibawah Tangan yang 

Dilegalisasi Notaris”, Lex Administratum, Fakultas Hukum Unsrat, 

Manado, Volume  II Nomor 2/April-Juni, 2014, hlm. 1 

 

Tata Wijayanta, “Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif serta Relevansinya 

terhadap Konsep Kebenaran Formal”, Mimbar Hukum, Fakultas Hukum 

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Volume 22 Nomor 3, Oktober 

2010, hlm. 572-587  

Utarie, F., Djakaria, M. dan Sandra, E., “Penyuluhan Peningkatan Pelayanan 

Administrasi Kependudukan Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris 

Di Desa Blendung Dan Desa Koranji, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten 

Subang, Provinsi Jawa Barat Menurut Hukum Positif”, Dharmakarya: 

Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat, Volume 4, Nomor 1, Mei 2015, 

54 – 58. 

Wirda Latiki, “Kewajiban Hakim Pengadilan Tinggi Dalam 

Mempertimbangkan Memori Banding Dan Kontra Memori Banding Dari 

Aspek Hukum Acara Perdata”, Lex Privatum, Fakultas Hukum 

Universitas Sam Ratulangi, Manado,  Volume  III,  Nomor 4, Oktober 

2015, hlm 25-31. 

E. Internet. 

 

Dadang Sukandar, Jangan Main-Main Dengan Tanah Warisan, 

https://properti.kompas.com/read/2013/04/28/12394782/jangan.main-

main.dengan.tanah.warisan. 

Surat Keterangan Waris Yang Ditandatangani Oleh Kepala Desa Dan Camat Sebagai Dasar
Pembuatan Akta
Jual Beli Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
AMALINA LALITYA Z Y, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

https://properti.kompas.com/read/2013/04/28/12394782/jangan.main-main.dengan.tanah.warisan
https://properti.kompas.com/read/2013/04/28/12394782/jangan.main-main.dengan.tanah.warisan


92 
 

Maryati Bachtiar, “Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum 

Berkeadilan Gender”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1, 

https://media.neliti.com/media/publications/9128-ID-hukum-waris-islam-

dipandang-dari-perspektif-hukum-berkeadilan-gender.pdf, diakses 

tanggal 14 Maret 2018, pukul 22.30. 

http://www.bpn.go.id/BERITA/Data-Pertanahan/Kasus-Pertanahan/Propinsi  

https://data.go.id/dataset/luas-lahan-sawah/resource/9cd114d5-3b8e-400b-

b916-725cbebe4676  

 https://www.bkkbn.go.id/detailpost/laju-pertumbuhan-penduduk-4-juta-per-

tahun  

Profil Pertanahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015, lihat : 

https://www.academia.edu/19715661/Profil_Pertanahan_Provinsi_Daera

h_Istimewa_Yogyakarta_Tahun_2015?auto=download. 

F. Wawancara. 

 

Budiharjo, Surat Keterangan Waris yang Ditandatangani Kepala desa dan 

Camat Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jual Beli Oleh Pejabat Akta 

Tanah, Yogyakarta, Wawancara, 2 Maret 2018. 

Dina Krisnayati, Surat Keterangan Waris yang Ditandatangani Kepala desa dan 

Camat Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jual Beli Oleh Pejabat Akta 

Tanah, Yogyakarta, Wawancara,  April 2018 

Emmy Herawaty, Surat Keterangan Waris yang Ditandatangani Kepala desa 

dan Camat Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jual Beli Oleh Pejabat Akta 

Tanah, Yogyakarta, Wawancara, 21 Maret 2018. 

Indro Putro, Surat Keterangan Waris yang Ditandatangani Kepala Desa dan 

Camat Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jual Beli Oleh Pejabat Akta 

Tanah, Yogyakarta, Wawancara, 15 Maret 2018. 

Reno Chandra Sangaji, Surat Keterangan Waris yang Ditandatangani Kepala 

desa dan Camat Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jual Beli Tanah, 

Yogyakarta, Wawancara  Maret 2018. 

Sabungan Parhusip, Surat Keterangan Waris yang Ditandatangani Kepala desa 

dan Camat Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jual Beli Oleh Pejabat Akta 

Tanah, Yogyakarta, Wawancara, 21 Maret 2018. 

 

Surat Keterangan Waris Yang Ditandatangani Oleh Kepala Desa Dan Camat Sebagai Dasar
Pembuatan Akta
Jual Beli Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah
AMALINA LALITYA Z Y, Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum.
Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

https://media.neliti.com/media/publications/9128-ID-hukum-waris-islam-dipandang-dari-perspektif-hukum-berkeadilan-gender.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/9128-ID-hukum-waris-islam-dipandang-dari-perspektif-hukum-berkeadilan-gender.pdf

